
SALINAN

PRESIOEN
REPUBLIK TNDONESIA

UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESI,A

NOMOR 2 TAHUN 2OO9

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa tuJuan pembangunan nasional adalah untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945;

b. bahrwa sektor perdagangan luar negeri merupakan salah
satu faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan
stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan
kesej atrteraern, kemaj uan, dan kemandirian bangsa;

c. bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan
luar negeri lndonesia dan meningkatkan daya saing pelaku
bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen
yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan,
asuransi, dan jasa lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Lembaga. pembiayaan Ekspor
Indonesia;

Mengingat : ll."l Sayat{l), pasal 20, dan pasal 33 undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUST(AN:

Menetapkan : UNDANG-U.NDANG TENTANG
EKSPOR INDONESIA.

LEMBAGA PEMBIAYAAN

BABI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang
diberikan kepada badan usaha termasuk p.ror"rrg"i
dalam rangka mendorong ekspor nasional.

2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang perbankan.

3. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank
yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan
kepada Eksportir.

4. Ekspor adatah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean Indonesia dan/atau jasa dari witayarr Negara
Republik Indonesia.

5. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan
hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk
perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.

6. Pemerintatr adalah pemerintah Negara Republik Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariaLr yang disediakan otlh rc*taga
Pembiayaan Ekspor Indonesia.

9. Kredit adalatr fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunaimaupun non-tunai,_ ymg mewajibkan pihak peminjam
melunasi seluruh kewajibannya seterah jangka *;ka;
tertentu dengan pemberia, bunga maupun imbJan jasa.

10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitaspembiayaan, baik berbenluk iunai maupun non_tunai,yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
""t-"iimengembalikan fas-ilitas pembiayian setelah jangka *ar.i"tertenhr dengan imbalan itau bagi hasil.

I1'Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkanhukr:m Islam yanq dijadikan landasan datam pembuatan
ge{arliian antara Lembaga nembiayaan et upo, Indonesiadan pihak lain. dalam m-enjalant"" t"gi;; pembiayaan
Ekspor Nasional.

12. Penjaminan
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12. Penjaminan adarah pemberian fasilitas jaminan untukmenanggung pembayaran kewajiban keuangan pihakterjamin dd.T har pihak terjamin tidak a.p.t memenuhikewajiban perikatan kepada kreditornya- ---r

13. Asuransi adarah pemberian fasilitas berupa ganti rugi ataskerugian yang timbur sebagai akibat dari suatu peristiwayang tidak pasti.

BAB II
PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu
Asas, T\rjuan, dan Kebijakan Dasar

pasal 2
Penyelenggaraan pembiayaan Ekspor Nasionar berdasarkanatas asas:

a. kepentingan nasional;
b. kepastian hukum;
c. keterbukaan;

d. akuntabilitas;
e. profesionalisme;

f. efisiensi berkeadilan; dan
g' keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionar

Pasal 3
Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjangkebijakan Pemerintah dalam rangkaekspor nasional.

Pasal 4

fi::f;]Hfrf.ookan kebijakan dasar pembiayaan Ekspor

a' mendorong terciptanya iktim usaha yang kondusif bagipeningkatan ekspor nlsiorral
b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
c' membantu peningkatan kemampuan produksi nasionar

Ii|S"::lHa saing tinggi iL *"*iliki keunssuran unruk

d. mendorong
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d. mendo-rong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah,

9"r koperasi untuk mengembangkan produk y"an;
berorientasi ekspor.

B entuk r",,i#:yHf ;1:;", Nasio nar

Pasal 5
(1) P-embiayaan 

_ 
F''kspor Nasionar sebagaimana dimaksuddalam Pasal g dibarikan dalam bentukl

@; Pembiayaan;

@; Penjaminan; dan/atau
O Asuransi.

(2) Pembiayaan._.Ekspor Nasional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilaksanakan b"erdasarkan prinsip
Syariatr.

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksudpad.a ayat (1), diberikan kepada badai ,.J. baik badanyr+" yang berbentuk badan rrurrum maupun tidakberbentuk badan hukum termasuk p.*urrgurr.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

i"T::*,,:,li 
di datair atau di luar *,"vir, r,r"gara Reprurir

Pem SCba n
huruf diberikan dalam bentuk pdan investasi.

Bentuk
ayat (1)

imaksud dalam pasal 5 ayat (1)
modai a

dimaksud dalam pasal 5

a' Penjaminan bagi .Eksportir Indonesia atas pembayaranyang diterima dari pemberi baranl-;;/.*u jasa di luarnegeri;

b' Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia diluar negeri atas p"*b.y"ra!- yang telah diberikan atauakan diberikan'keparia- Ek;prr?r--frrair,.ri. untukpembiaya*-^Lo.1[rk EksRor 
"8" . 

penjualan barangdan/atau jasa atau p"*"niihan pekerji.rr""t"r-, jasa yangdilakukan oteh suatu pi*..rr^.rimJ"rilL,

c. Penjaminan
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Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan
pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada
Eksportir Indonesia; dan/ atau

d. Penjaminan dalam
pelaksanaan proyek

rangka tender terkait dengan
atau sebagian

a. Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
c. Asuransi atas investasi yang dilakLlkan oleh perusahaan

Indonesia di luar negeri; dan/atau
d. Asuransi atas risiko poritik di suatu negara yang menjadi

tujuan ekspor.

dalam bentuk:

Pasal 9

BAB III
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Bagian Kesatu
Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

Pasal 10

Pembiayaan Ekspor Nasionar sebagaimana dimaksud daram

mnrrtrllffitr oleh r..*uue. k."Te"" y.r,e didirikan

yang seluruhnya
merupakan yang menunjang Ekspor.

8

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan EksporNasional, berdasarkan Undaig-u"a"ng 
- 
irri dibentukLembaga pembiayaan Ekspo-r Indonesia fang selanjutnyadisingkat LPEI sgbagai tembaga k";;g; sebagaimanadimaksud dalam pasil g.

(2) IPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badanhukum menurut Undang-Undang ir,i. 
- - '-' 

(3) L  adalah lembaga y3lg dalam meraksanakan tugasdan wewenangnya E"rsirat- transparan, akuntaber, danindependen.

(4) LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 1 1
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Pasal 1 1

(1) LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota
Negara Republik Indonesia.

(2) LPEI dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar
wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Fungsi, T\rgas, dan Wewenang

Pasal 12

IPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melaluiPembiayaa, Ekspor Nasionat sEuagaimana dimaksud. dalam
Pasal 5 ayat (1),

Pasal 13

(1) P"tu-* menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, LPEI mempunyai tugas:
a. memberi ban-luan yang diperrukan pihak-pihak

sebagaimana dimaksud dalam-pasal s 
"yat 1sy dalamrangka Ekspor, dalam bentuk -pembiayaan,

Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan ,i^r.*rangka menghasilkan barang 
-dan 

jasa tan f atau
usaha lain yang menunjang Ekspor; '

b. menyediakan pembiayall bagi transaksi atau proyekyang dikategorikan tidak dapat dibiayai oiehperbankan, tetapi *.*prrrry"i prospek untuk
peningkatan ekspor nasional; dan

c' membantu mengatasi hambatan yang dihadapi orehBa,k atau Lembaga Keuangan 
-da6m 

penyediaan
pembiayaan bagi Eksportir v*g secara komersiarcukup potensial dan/atau - penting dal;perkembangan ekonomi Indonesia.

(21 Dalam T""lfl3"kan tugas sebagaima.na dimaksud padaayat (1), LPEI dapat melakukan:
a. bimbingan 

__ 
dan jasa konsultasi kepada Bank,Lembaga Keuangan, Eksportir, prodr."r, barangekspor, khususnya usaha mikro, 'kecil, *.rr.rgJldan koperasi; dan

b. melakukan_ Esiatan lain yang menunjang tugas danwervr/enang L.'EI sepanjang tidak bertenian[a, t"rrgu'Undang-Undang ini.

Pasal L4..
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Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksa,akan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang:
a. menetapkan skema pembiayaan Ekspor Nasional;
b. melakukan restrukturisasi pembiayaan Ekspor

Nasional;

c. melakukan reasuransi terhadap asuransi yang
dilaksanakan sebagaimana dimaksud daram pasal gl
dan

d. melakukan penyertaan modal.

l2l Penyertaan modal sebagaimana d.imaksud pada ayat (1)
huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau
badan lainnya yang diperlukan aaam pelaksanaan tugas
LPEI dengan persetujuan Menteri.

Pasal 16

Dalam melakukan kegiatannya, LpEI turut serta dalam sistem
pembayaran nasional dan internasional.

Pasal 15

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir
dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi
permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportii atau dalamrangka memenuhi ketentuan ying dipersyaratkan oleh
pembeli di luar negeri.

Pasal 17

(1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkanprinsip tata kelola perusahaan yan; baik, prinsip
penerapan manajemen risiko, dan prinsip *.rrg.rr"l
nasabah.

(21 Penerapan prinsip tata kelola perusalraa' yang baik
sebagaimana dimaksud pada ayai 1t1 *"r,""Llp f,rinsipketerbukaan, akuntabilitas, 'tanggung - 

3"*.b,kemandirian, dan kewajaran.
(3) Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimanadimaksud pad? _ ayat ltt mencakup pemenuhankecukupan modal minimum, pengawasan aktit danpemenuhan disiprin pasar terhadap aiito yang merekat.

(4) Penerapan. .
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(4) Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimanadimaksud pada alrat tft paling sedikit,"J""Jt,p

kebijakan dan prosedur identifikasi i:asabJ, pemantauan
rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, sertamanajemen risiko.

(5) Ketentuan lebih. ranjut mengenai prosedur danpelaksanaan prinsip seblgaimana aimat<"ud pada ayat (1)diahrr dengan peraiuran Menteri.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

Bagian Ketiga
penugasan Khusus

Pasal 18
(1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari

(21 Ketentuan rebih ranjut mengenai hal-hal yang terkaitdengan penugasa' klru.u. pi"t.."u"rr- *oo*r, Ekspornasionar sebagaimana dimaksud dd. lyat (1) diaturdengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat
permodalan LpEI

Pasal 19
(1) Modal awal L,EI ditetapkan paling sedikitRp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).(2) Modal sebagaimana dimaksu.d. pada ayat (1) merupakan

Hfffi"" nesara yans dipisahkan;;;Uk terbagl atas

(3) Dalam hal modal L,EI . menjadi berkurang dariRp4'000'0oo.ooo.o0o,oo lempai 
- tr,ir' rupiah),Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari danaAnggaran pendapatan dan eeraiia ni;;;; berdasarkanmekanisme yang berlaku.

(4) Penambahan modal L,EI untuk menutup kekuranganmodal sebagaimana dimaksud pada .v"iisr ditetapkandengan peraturan pemerintah

Pemerintah untuk mendukung prograrn Ekspor nasionalatas biaya pemerintah

Pasal 20
(1) 

i;lfllj*at membentuk cadangan umum dan cadansan

(2) Dalam .
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(2) Dalam hal akumulasi cadanga, umum dan cadangan

tujuan telah melebihi 2s% (dua puluh lima persen) dari
modal awal LPEI, kelebihannya sebesar TSo/o (iujuh puluh
lip" persen) digunakan untuk kapitarisasi modal d.an 2so/o

ldr-" puluh lima persen) sebagai penerimaan Negara
Bukan Pajak.

(3) Kapitalisasi.modal_sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 21

(1) fynlu.s y?,g diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun kegiatan digunakan untuk:
a. cadangan umum;
b. cadangan tujuan;
c. jasa produksi dan tantiem; dan
d. bagian laba pemerintah.

(2) Persentase alokasi surplus ditetapkan:
a' cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90%(sembilan puluh persen) dari surpl""; a;
b. jasa produksi dan ta,tiem serta bagian labaPemerintatr sebesar 10% (sepuluh persinl aai-i surptus.

(3) Be.sarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan
lujuan, jasa produksi dan tantieir, serta bagian labaPemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Sumber dan penempatan Dana

Pasal 22
(1) untuk membiayai kegiatannya, L'EI dapat memperorehdana dari:

a. penerbitan surat berharga;
b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/ataujangka panjang yang bersumbEr dari: c

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank s:rta- lembaga keuangan dan pembiayaan,baik dari dalam *aupun fr"ri"e"ri; -

4. pemerintah; dan/atau
c. hibah.

(2) Selain
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(21 selain memperoreh dana dari sumber-sumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat
membiayai kegiatannya denga, sumber fendanaan daripenempatan dana oleh Bank Indonesia.

Pasal 23
(1) Pemerintah dapat memberikan pinjama, atau hibahkepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atauditetapkan 

9da1r. Usrdanglurndang "t".,i.r,g 
AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.

(2) Ketentuan lebih l*jrt mengenai tata cara pemberianpinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud 'p"au 
uv"i

( 1) diatur dengan peraturan-pemerintah.

Pasal 24
(1) LPEI-dapat menempatkan dana yang berum dipergunakanuntuk membiayai kegiatannya daram bentuk pembeliansurat berharga dan/atau penempatan di temUag;keuangan dalam ,r.g.ri *"rprn tr., ,r.g"ri.
(2) Penempatan dana- sebagaimana dimaksud pada ayat (1),antara lain dalam bentuk:

a. surat berharga yang diterbitkan pemerintah;
b. Sertifikat Bank Indonesia;
c' surat berharga yang diterbitkan oreh pemerintahnegara donor;
d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembagakeuangan muldlateral;-
e' simpanan datam bentuk rupiah atau varuta asing padaBank Indonesia; dan/atau
f' simpana, pada bank dalam negeri dan/atau bank ruarnegeri.

(3) Penempatan d'ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dilakukan Aen[an mempertimbangkan faktorlikuiditas dan risiko. e --

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organ LPEI

Pasal 25
(1) Dewan Direktur merupakan organ nrnggal LPEI.

(2) Anggota .
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(2) Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10
(sepuluh) orang, yang terdiri atas:
a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau

lembaga yang membidangi fiskar, I (satu) orang pejabat
yang berasal dari instansi atau lembaga V""gmembidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat V.rgberasal dari instansi atau rembaga yan-g 

-rnembidangl
perindustian, dan 1 (satu) ora,g"pejlu"t yang berasaldari instansi atau lembagJ 

- 
y-ang 

-membidangi

pertanian.

b. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar
LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam ipBl.

(3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(4) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b diangkat dan dibtrhentikan oleh Menieri.

(5) salatr seorang- dari anggota Dewan Direktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) humf b ditetapkan oleh Menteri
sebagai Ketua Dewan Direktur meiangkap Direktur
Eksekutif.

(6) Ketua Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat(5) tidak mempunyai hak suara datam rapat DewanDirektur.
(7) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)melakukan tugas secara penuh waktu a"r, dila;a;i

merangkap jabatan eksekutif di tempat lain.
(8) Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan hanya dapai diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya."

Pasal 26
(1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkankebijakan serta merakukan pengawasan terhadap

kegiatan operasional LpEI.
(2) Pembagian tugas dan tata :ara pelaksanaan tugasanggota Dewan Direktur ditetapka'oleh Dewan Direktur.
(3) Gaji, penshatll: dan tunjangan lainnya Dewan Direkturdan Direktur peraksana aitlt^pt"r, ot"tr t t"rrt.ri.

Pasal27...
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Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit
hanrs memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. mampu melakukan perbuatan hukum;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik,

serta dedikasi yang tinggi;
e. tidak termasuk daftar tidak rurus, baik yang d.isusun oleh

otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan
lembaga keuangan;

f. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang
perbankan dan perekonomian;

g. memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang
yang menjadi ruang lingkup kegiatan LpEI; dan

h. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 28
(1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri

apabila:

a. berhalangan tetap;
b. masa jabatannya berakhir;
c. mengundurkan diri;
d. kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi

lrriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
e' memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat

kedua ataP besan dengan anggota Dewan Direkturyang lain dan tidak ada sat, pun-yarrg mengundurkan
diri;

f. melakukan kejalratan korporasi, tindak pidanakorupsi, tindak pida,a lainnya, 
'atau 

pelanggaran
moral; dan/atau

g. qdak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam pasal 27 huruf a, huruf U,"truruf ", nr*i a,hunrf f, dan huruf h.
(2) fnggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalamPasal 2s ayat (2) huruf a dibeih"ntilcan-Jari jaba6"y;

karena alasan sebagaimana dimakr"a p"J" ayat (1) atautidak lagi menjadi pejabat di instansi .t"., Iembagasebagaimana dimaksud daram pasal zi ii"i tzr huruf a.

3. Anggota .
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(3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud daramPasal 25 ayat (21 sebelum diblrhentikan karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d daramwaktu 14 (empat belas) hari diberi'kesempatan untuk
melakukan pembelaan diri kepada Menteri.

(4) Pemberhentian- sebagaimana dimaksud pada ayat (r) danayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Minteri.
(5) Pemberhentian anggota Dewan Direktur danpengangkatan 

- 
anggota yang baru harus dilakukansehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4(empat) orarlg.

(6) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan,anggota Dewan Direktur penggantinya ditetapkan daramwaktu paling lambat 3 ttig"t U"i"" ".:"t t^"ge.ipemberhentian.

(71 Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkatuntuk T"rHTtikan anggota yang diberhlntikan bukankarena berakhirnv.- *"..-Jau ata" 
-; 

;;G;;a dimaksu dpada ayat (1) huruf b adalah "i."-**?j"t.t* anggoraDewan Direktur yang digantikannya.----- 
J-"

Pasal 29
(1) Kegiatan operasional

Eksekutif.
(2) Dalam melaksanakan

(s)

(4)

LPEI dilakukan oleh Direktur

tugasnya, Direkturdibantu oleh paling banyak S (lima) orangPelaksana.

Pasal 30

Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)paling banyak 4 (empat) o-r*S berasal dari dalam LPEI.
Direktur pelaksana sebagaimana. dimaksud pada ayat (2)diangkat dan diberhentii"" oi"t, Dewan Direktur atasusul Direktur Eksekutif.

Eksekutif
Direktur

(1) Direktur Eksekutif mewakili L,EI, baik di dalam maupundi luar pengadilan;

(2) Kewenangan .



Bagian Kedua
Kepegawaian

Pasal 3 1

(1) Direktur Eksekutif menetapkan sistem kepegawaian,
penggajian, penghargaan, prograrn pensiun, dan
tunjanga' hari tua, serta penghasilan- Iainnya bagi
pegawai LPEI.

(2) Direktur Eksekutif mengangkat dan memberhentikan
pegawai LPEI.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatq) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Direktur
Eksekutif.

penghapu.or*.r'fllT"f lli3ir.r"gihanpiutang
serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Pasal 32
(1) K.ewenangan 

_ penghapusbukuan piutang LPEI
dilaksanakan oleh Direlitur Eksekutif, b.*urr- Direktur,
atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
a. piglang ."qp-"i dengan Rp10.O0O.OOO.O0O,00 (seputuhmiliar 

. 
rupiah) oreh Direktur Eksekutif ' dengan

persetujuan Dewan Direktur;
b. piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah) sampai dengan RpS0.000.0O0.ObO,0O
(lima puluh mfliar rupiah) orJh Dewan Direktur a.*;;persetujuan Menteri; dan

c. pigtang tgUjt.r $ari Rp5O.OOO.O0O.OOO,O0 (lima puluh
miliar rupiah) oleh Menteri.

(2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutangmacet yang. walaupun telah dilakukan ,p"yfrestmkturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak aiseuaut<anoleh adanya kesalahin dalam peiyalurannya.
(3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan ataspiutang y?rrg telah. dihapusbutukan 

"!U"t.il, pi";;;tersebut dihapus tagih.
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(21 Kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang
Direktur Pelaksana.

Pasal 33 . .
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Pasal 33
(1) Dalam hal upaya penagihan atas piutang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) telatr dilakukan lebih
dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap tidak tertagrh dan
perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan
hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagittLan.

(2) Kewenangan penghapustagihan piutang LPEI
dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setlhh mimperoleh
persetqiuan dari Dewan Direktur.

Pasal 34
(1) Aktiva tetap yang dapat dihapusbukukan adalah aktiva

yang telah habis umur ekonomisnya atau mengalami
keusangan karena kemajuan teknologi.

(21 K,eyelangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan
oleh Direktur Eksekutif setelah memperolih persetquan
dari Dewan Direktur.

Pasal 35
Tata "T" penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang
sebagaimana dimaksud daram pasal sfuy"t ta ar, pasar s3ayat (1) serta tata gara penghapusuutman aktiva tetapsebagaimana dimaksud dalam F"r"t 34 ayat (1) ditetapk;dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36
Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 37
(1) Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka panjang

sebagai rencana- strategis yang memuat sasaran yanghendak dicapai oleh LpEI aaiam"peri"a, s irima) tahunan.(2) Direktur Eksekutif men5rusun Rencana Kerja danAnggaran Tahunan. sebagai penjabar"rr- tufrrrr.r, dariRencana Jangka panjang.
(3) Tata cara penrusunan, penyampaian, dan pengubahanRencana Jangka panjang serta Rencana Kerja danAnggaran Tahunan diteiapfan daram peraturan Menteri.

Bagian Kelima
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Bagian Kelima
Pelaporan dan Alarntabilitas

Pasal 38
(1) LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan

yang telah diaudit kepada Menteri paring tamuat tanggal
30 April tahun berikutnya.

(21 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjui< oleh
Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Diiektur.

(3) llEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah
diaudit melalui media massa elektronik dai paling-sedikit
2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas
secara nasional, paling lambat" t""gg;i-s-o April tahun
berikutnya.

Bagian Keenam
Pembubaran

Pasal 39
LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40
(1) Pembinaan 

. 
dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan

oleh Menteri.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEIditetapkan dalam peraiuran Menteri.

BAB VI

BANTUAN HUKUM

Pasal 41
LPEI memberikan bantuan hukum kepada anggota DewanDirektur, Direktur Eksekutif, Direktur peraksana, pegawai,mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif,'m"antanDirektur Pelaksana, dan mantan pegawai atas tuntutanpidana dan/atau gyglt"n yang dapat;";*b"lkan kew":iu.r,dan/atau akibat.. h"Fyq, .Jprrri"rrg k;p;t";." dan/ataukebrjaJcy yang diambil aiunrmn a6ngan it<tiua baik dansesuai dengan tugas dan wewenangnya,

BABVII ...
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42
(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur

Pelaksana, dan pegawai yang melanggar ketentuan pasal
L7 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (21, pasal Sg ayat
(3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa
teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.

(21 Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkat
pelanggaran yang dilakukan.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebil lanjut
dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43
(1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan

yang bertentangan dengan pasar 13 ayat (1), pash L4,
Pasal 15, Pasal 17, pasal 1g ayat (l), iasal-Cb, pasd Z+
ayat (1), dan/atau pasal 32 yang mengakibatkan kerugian
bagi LPEI dipidana dengan pidana peijara paling sinftat
1 (sat.r) tahun dan paring lama s (rimai tahun dai pidlna
denda paling sed-ikit npsoo.ooo.boo,oo (lima ratus juta
rugiah) dan pating banyak Rp2.SOO.OOO.OO0,OO (ar^
miliar lima ratus juta rupiah).

(21 Anggota Derran Direktur, Direktur Eksekutif, atauDirektur Pelaksana yang dengan sengaja merakukan
legiltan yang. be_rtentangan deigan palaf 13 ayat (1),
Pasal 14, pasal 15, pasal-l7, pasil 1g ayat (1), pasal 2i,Pasal 24 ayat (1), dan/atau pasal s2 yartimingakibatkan
kgnlgian bagi LpEI dipidana dengan pia"i" p"rrJ.r" pa[;;
singkat 2 (dua) tahun dan paring-laml i [runnri"rr"" a^ipidana denda paling sed-ikit ipz.ooo.'oo'o.obo,oo (d;;miliar rupiatr) .d.ul pating Uanyat< npS.OOO.OOO.00O,OO
(lima miliar rupiah).

BAB IX. . .



Pasal 44

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
a. Perusahaan Perseroan (persero) pr Bank Ekspor Indonesia

tetap melaksan4"r kegiata, operasional sampai d.engan
beroperasinya LPEI.

b. Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan perseroan
(Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk
mempersiapkan operasional LPEI dan melakukan
sosialisasi.

c. Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan perseroan
(Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk
menunjuk kantor akuntan pubtik untuk metakutan audit
*u" laporan keuangan penutup perusahaan perseroan
(Persero) PI Bank Ekspor Indonesia.
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BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45
untuk perbama Fali, Tggota Dewan Direktur diangkat untuk
masa jabatan sebagai berikut:
a. 3nggota Dewan Direktur yang merupakan Kehra DewanDirekhrr merangkap Direirtui Eksekuuf diangkat untuk

masa jabatan S (lima) tahun;
b' q (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimanadimaksud dalam paiit 2s ayat (2) huruf a diangkat untuk

masa jabatan 4 (empat) tahun;
q. (ti.gt) 

-o1arg anggota Dewan Direktur sebagaimana
dimaksud dalam r.:il 2s ayat (2) huruf 

" aia"fuat untukmasa jabatan 3 (tiga) tahun;
paling.banyak 3 1tig.) orang anggota Dewan Direktursebagaimana dimatcsua ddari pasi 2s ayat e) huruf byang berasal dari luar LPEI yang buk-an merupakanKetua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 4(empat) tahun; dan

e. 1 (satu) orang

c

d
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e. 1 (satu) olang a'ggota Dewan Direktur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2s ayat (2) huruf b yangluerasal
dari dalam LPEI yang bukan merupaka, Ketua Dewan
Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan
Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk
pada unda,g-undang ini dan peiaturan pelaksanaannya.

Pasal 47
LPEI sebagaimana d,imaksud dalam undang-undang ini dapat
menggunakan nama Indonesia Eximbank.

Pasal 48
(1) laling lama 9 (sembilan) bulan sejak undang-Undang ini

diundangkan:

a. LPEI mulai beroperasi;

b. anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan
c. peraturan-peraturan pelaks€lnaa.n undang-undang ini

telah ditetapkan
(2) Dengan beroperasinya LPEI sebagaima,a dimaksud pada

ayat (1) huruf a:

a. Perusahaan perseroan (persero) pr Bank Ekspor
Indonesia dinyatakan bubar dan semua aktiva danpasiva serta hak dan kewajiba, hukum penrsahaan
Perseroan (persero) pr Bank-Ekspor Indonesia menjadiaktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban rrur."*
LPEI; dan

b' ymyl- pegawai perusahaan perseroan (persero) pr
Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI.

Pasal 49
Undang-undang ini mulai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannva
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggai 12 Januari2OOg

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepal an Perundang-undangan
omian dan Industri,

ttd

ttd
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PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2OO9

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Ind.onesia tahun
1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan
negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ind.onesia. Amanat konititusi negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan *el.lui
pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, elisiensi berkead.ilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, t<emaiuan,
dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian
global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produkl dan efisiensi
semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi
tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. oleh karena itu, sebagai bangsa dengan sumber daya
ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian nasional secara
berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap matarantai perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia marnpu
mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang ialah satu tolok ukurnya
adalah meningkatnya kapabilitas di d.alam memproduksi barang dan jasa
yang kompetitif -di pasar global. Pencapair..r 

"u,.aran 
ini menjadi ."*aki.,

relevan, karena kontribusi perdagangarr luar negeri di dalam p-erekonomian
nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa peningkatan ekspor
nasional tidak hanya berdampak pada stabililitas makro-ek-onomi melalui
peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya
kapasitas produksi nasional. Dengan a"*it i^rr, kebijakan perdagangan luar
negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor-nasional p.Iu. ikhirrry.
merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mend'orong ekspor,kebijakan fiskal terkait dengan flsilitas pembiayaan ekspor nasional, dankebijakan peningkatan dayJsaing perekonomian nasional, serta kebijakanpengembangan sektor riil.

Jika
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Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional,
Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan
dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional,
yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan aiuransi. Agar
dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi s"cir"
independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (Lex specialist), dan
memiliki sifat souereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga
tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber res*i
maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi
tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam
industri perbankan, sehingga diharapkan tidak *"*b"bu,ni anggaran
tahunan Pemerintah (APBN).

LPEI sebagai lembaga independen dengan status souereign membawa
konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan
modal dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika modal t pBl
berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 limpit triliun rupiah). status
tersebut juga memberikan kepercayaan kepada-pemangku kepentingan dan
kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan lumbei p"*ti^y*"rr, baik
melalui penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, 

-menengah,

dan/atau jangka- panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lemb=aga
multilateral, bank dalam dan luar negeri *"upun lembaga pembiayaan din
keuangan dalam dan luar negeri, serta aaii pemerintah maupun yang
berasal dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengai
adanya sumber p-embiayaan yang murah dan adanya jaminan pemerintah
untuk menutup. kekurangan moda1, kebutuhan pemblayaan .t.po, yang
:gryg bersifat jarrekS menengah/panjang dapat diatasi. Di samping itu]
!P-EI dapat pula mendukung dan membanlu mingatasi kesulitan bank-bank
dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka
menengah/ panjang.

LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan
pembiayaan padl -ar? yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga
keuangan komersial (fill the market gapl yang tidak memiliki kemampuin
pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengantingkat bunga ko-mpetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan
!31*g dan jasa e-I5spor dan/atau usaha-usaha lain y"rri*"iunjang ekspor.
LPEI jugl menyediakan pembiayaan bagi transaksi .t.,i proyek yang secarakomersial sulit dilaksanakan, baik Jt"r, rembaga k;;g; komersialmaupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu ot"f, Pemlrintah untukmenunjang kebijakan atau prograrn ekspor nasional (national Interest
Accountl.

Pembiayaan . . .
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Pembiayaan diberikan LPEI dalam bentuk modal ke{a dan/atau
investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal keda, antara lain pembiayaan
yntuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembl[an bahan
baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pernelihar.* komponen dan
sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain
pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk
pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya
pembangunan proyek konstruksi, infrastrukt r, kigiatan eksplorasi dan
eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain
pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan
pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dal; rangka mengimpor
barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.

Penjaminan - ekspor yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya
merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung, tetapi tidat terbatas pu.i.
penerbitan stand bg letter of credit, konfirmasi atas surat kredit berdokumen
(lette-r of creditl yang diterbitkan oleh bank di luar negeri, penjaminan
pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepadi ,'krportir, danindustri penunjang ekspor.

Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalambentuk asuransi. Adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatanekspor-impor, menimbulkan kebutuhan Uagi etsportir ian importir akanjasa asuransi agT tidak mengganggu kesin-a.mbungan kegiatan usahanya.
Kebutuhan akan jasa asuranii lalam kegiatan ekspor iripor itu menjadipermasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang teit<alt dengan-nya
\*"l"_pqemi yang harus ditanggungTaiUaliar oleh pri" pengusaha relatif
tinggi. Hal itu dikarenakan ekspoi-i*por mirupakan'kegial.rr"y*g berisiko
I"ggt-.sehingga jumlah perusahau.r, L"rrur,si yang beiminat memberikanjasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hJ tersebut, untuk dapat
memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor d* agar hargakomoditas ekspor Indonesia dapat bersing di pu..". internasional,
{iUu1u!}<an jasa 

-asu-ransi 
dengan premi kompetitif yang diharapkan dapatdiwujudkan oleh LPEI.

Selain melaktrkan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang
yntuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yan; jilaksanakan
!:t9":"tkan prinsip syariah. Pembiayaan terdasarkan prin"sip syariah inidilakukan mengingat bahwa di Inionesia telah bertembang berbagaikegiatan ekonomi dgngan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransidan reasuransi s1'arriah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariahlainnya yang telah diterima oleh mas5rarakat dan dinilai mempunyaikeunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Melalui . .
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Melalui kegiatan usaha di atas, LPEI diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan
tgrut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong prograrn
ekspor nasional. Oleh karena itu, d.alam menjalankan kegiatan uiahanya,
LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata
kelola perrrsahaan yang baik, penerapan *arra.lerrren risiko, 

-dan 
prinsip

mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik berar[i
LPEI wajib menerapkan transparansi dan memenuhi prinsip-akuntabilitas
publik, antara l,ain dengan menyampaikan laporan keuangan kepada
Pemerintah dan kepada publik. Perwujudan penLrapan *r,rr"pmen risiko
adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspoi, LPEI selalu mengacu
pada prinsip analisis yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang bertat<u
umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan pene*patan d.ana,
llEI hanya dapat melakukan dalam bentuk tertentu y.rrg dapat
9ip:It^"sgungiawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undlng iniberikut peraturan pelaksanaarrnya. Perwujudan pelaksaiaan piinsip
mengenal nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta
sumber dana dan transaksi nasabah. Di samping wajib menirap-kln prinsip
kehati-hatian, LPEI tidak melakukan persaingan aengan bank.i", Iernbaga
keuangan lainnya, serta dapat m"takukan pe*bi"yaan dengan cara
pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan tainnya.

Peran strategis LPEI tersebut di atas, memerlukan kebijakan dasar
pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iktirnusaha yang
kondusif bagi peningkatan ekspor nasionJ; mempercepat peningkatai
ekspor nasional;. membantu peningkatan kemampuan pioduksi nasional
yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggul"r, ,.rt rk ekspor; serta
mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan- koperasi
untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

LPEI sebagai lembaga khusus (sui genens) secara kelembagaan tidaktunduk pada peraturan perundang-undingan tentang perbankin, Badan
Usaha Milik Negara, Iembaga pembiayaan atau p.*i.rr"an pembiayaan,
dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahlnya,
LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayJan, penjaminan,
dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas-guku Ketiga Kitab
Y".d*g:undang Hukum perdata tentang pinjam-meminjam, Bab I(etujuhBelas Buku Ketiga Kitab Un_{ang-U"al"i Hukum 

- perd.ata tentangpenanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undangl
Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

Walaupun LPEI adalah lembaga pembiayaan yang tidak semata-matamencari keuntungan, LPEI dimungkinkan ,.rt.rk ,.r"rrlr.p^tkan laba hasilusaha atau surplus dalam menjalankan kegiatan usahanya. surplustersebut dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasaproduksi, tantiem, dan bagian laba pemerintah.

Untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPEI perlu didukung organisasi
yang fleksibel dan dapat bergerak cepat untuk pengelolaan peruiahaan.
OIeh karena itu, sistem susunan dewan satu tingkat (One Board. System)
dianggap sesuai dengan kebutuhan LPEI. Meskipun demikian, untuk
mencegah pemusatan pengaruh dominan pada salah satu anggota Dewan
Direktur yang ditetapkan oleh Menteri iebagai Ketua Dew:an Direktur
merangkap Direktur Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak
suara dalam rapat Dewan Direktur.

Dengan adanya undang-Undang ini diharapkan LPEI marnpu
memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasl konsultasi untuk
meningkatkan nilai Ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan
kepercayaan dunia internasional, dan meningkatkan daya saing pelaku
bisnis di Indonesia. Dengan demikian, LPEI dlharapkar. L"*"kin mampu
melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung
program ekspor nasional.

Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank 

-Ek.por 
indonesia. menjadi LpEI

harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna memastik"n plrrg"lihan
$!u" dan pasiva melalui audit penutupan atas taporan pT Bank Ek.po,
Indonesia disertai dengan pemberian opini yang wajar sehingga dapat
menjl{_i dasar penyusunan laporan keuarrgan pembukaan LPEI. Disisi lain,
pengalihan hak dan kewajiban hukum daii Perusahaan Perseroan (perserojtrl Bank Ekspor Indonesia ke LPEI harus disertai dengan pemberian opini
atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan tersebut.

_ Undang-Undat g LPEI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga
LPEI juga terbentuk sejak diberlakukannya Undang-Unaanf ini. Namiir,
beroperasinya LPEI memerlukan masa transisi pallng hmJ g (sembilanj
bulan sejak undang-undang ini diundangkan. nengan-beroperasinya LpEI,
Perusahaan Perseroan (Persero) PT gank Ekspor Indonesia dinyatakan
bubar dan semua pegawai PT Bank Eskpor Indonisia menjadi pegawai LpELDi samping itu, _karena kegiatan usahanya dalam dunia ^ 

perdagangan
internasional, LPEI dapat menggunakan n*L Ind.onesia Eximbink.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional" adalah asasyang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di ataskepentingan lainnya.

Huruf b. . .
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Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adarah asas
yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan
sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dal-am
Pembiayaan Ekspor Nasional.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang
memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar dan tidak diskriminatif.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adarah asas yang
menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional dapat
dipe rtanggun gi awabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas profesionalisme" adalah asas y€Lng
menjamin bahwa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional
dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas
yang menjamin pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional
dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang
adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang mendasari bahwa
kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional harus
mempertimbangkan keseimbangan kemajuan daerah dalam
kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, antara lain
pembiayaan untuk pengadaan bahan baku din/atau bahan
penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian
dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana prodJksi.

Pembiayaan
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Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi, antara lain
pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk
pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek,
misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di
luar negeri.
Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi juga dapat
diberikan kepada pembeti di luar negeri untuk membeli barang dan
jasa yang diproduksi di Indonesia (buyer's credit).

Pasal 7
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Penjaminan dalam rangka tender, antara lain bid bond. d,an
p e rformance gu ar ant e e.

Pasal 8
Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor,,
adalah _asuransi yang diberikan kepada bank .t",, pihak iainyang dirugikan karena kegagalan Ekspor yang dilakukan
Eksportir.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan bayar,,
adalah asuransi yang diberikan kepada Ek-spirtir ,rt k
menutup kerugian karena pihak pembeli barang dan/atau jasa
tidak memenuhi kewajiban bayar iesuai dengan-perjan3ian. 

-

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Asuransi atas investasi yang dilakukan
oleh perusahaan Indonesia di luar negeri" adalah asuransi yang
diberikan kepada investor Indonesia untuk menutup kerugiai
atas investasi yang dilakukannya di ruar negeri.

Huruf d .
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Huruf d

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko politik di suatu
negara" adalah asuransi yang diberikan kepada Eksportir
untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politikyang
terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi
(.nationalization), ketaktertukaran mata uang (annency
inconuertibilitg), hambatan transfer devisa (exclwnge transfer
resticted), dan pembatalan kontrak sepihah (cortiact
repudiation).

Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "badan hukum,, adalah badan atau
organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek
hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban yang memiliki status
sama dengan orang perorangan sebagai subjik rr-ut<um.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan uindependen,, adalah tidak dapat campur
tangannya pihak lain termasuk Pemerintah terhadap LpEI dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, kecuali atas hal-hal yang
dinyatakan secara jeras daram undang-Undang ini.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Huruf c .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-
Huruf c

Hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga
Keuangan lainnya, antara lain kekurangmampuan
memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dari Eksportir,
keterbatasan akses kepada perbankan luar negeri, atau
keterbatasan sumber pendanaan yang sesuai dengan
skema pembiayaan ekspor.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "kegiatan lain,, adalah kegiatan
yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan 

"k.po,(eximbankl di negara tain antara lain pemberian
penjaminan batik (counter guarantee) dan plnjaminan
bersama (ioint guaranteel, pembiayaan substitusi i*por,
serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 14
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan urestrukturisasi pembiayaan
Ekspor Nasional" adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI
dalam membantu nasabahnya agar- dapat menyelesaikan
kewajibannya, antara lain melalui:
a. penjadwalan kembali (rescheduiling), yaitu perubahan

jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau
jangka waktunya;

b. persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan
sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan; dan

c. penataan kembali (restructttingl, yaitu perubahan
persyaratan pembiayaan tidak terbatas kepada
r e s ch.edulling atau r e conditioning .

Huruf c
Cukup jelas.

Hurrf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
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Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
untuk memudahkan dalam melaksanakan Pembiayaan Ekspor
Nasional, LPEI dapat ikut serta sebagai peserta dalam sistem
pembayaran nasional. Untuk itu, LPEI tunduk pada ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "sistem pembayaran nasional" adalah sistem
pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2oo4 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "sistem pembayaran internasional" adalah
sistem pembayaran yang Lazim dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban pembayaran antar-bank atau lembaga keuangan antar-
negara.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penugasan khusus" adalah penugasan
yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau
proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap
perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program
Ekspor nasional.

Ayat (2)
Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain
tata cara pengajuan usul prograrn Ekspor nasional dari
kementerian dan lembaga, sumber dana, dend.a, provisi
penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian (couerage\,
dan pembayaran.

Pasal 19
Ayat (1)

Modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang
tertanam dalam Pemsahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspoi
Indonesia.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(S) ...
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Ayat (3)
Penutupan kekurangan modal tersebut, pertama-tama dilakukan
dengan menggunakan sumber internal LPEI, yaitu penyisihan
penghapusan aktiva produktif (PPAP), cadangan umum, dan
modal lainnya. Dalam hat penutupan kekurangan tersebut
mengakibatkan modal awal LPEI menjadi kurang dari
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), kekurangan
tersebut akan ditutup dari dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

Yang dimaksud dengan "mekanisme yang berlaku" adalah proses
pengusulan Anggaran Pendapatan 

- dai Belanja Negara oleh
Pemerintah melalui persetujuan DpR.

Ayat (4)
Penambahan modal untuk menutup kekurangan modal LPEI ini
diperhitungkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah dana yang
berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang digunakan
untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan
usahanya.

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah dana yang
berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang dapai
digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/aiau
pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang
diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber dayi
manusia dalam melaksanakan tugas LPEI.

Ayat (2)
Persentase kapitalisasi modal sebesar 75o/o (tujuh puluh lima
persen) dimaksudkan untuk memperkuat permodalan LPEI.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surplus" adalah laba dari hasil kegiatan
usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku.
Besarnya surplus dihitung dari selisih lebih antara pendapatan
dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di
Indonesia.

Huruf a . .
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan'Jasa produksi dan tantiem,, adalah
bagian surplus yang diberikan kepada pegawai dan anggota
Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Persentase alokasi surplus memperhitungkan pemupukan
cadangan dalam rangka memperkuat struktur permodalan LpEI
serta antisipasi LPEI dalam menghadapi kerugian yang mungkin
timbul dalam kegiatan usaha pada masa yang akan datang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Huruf a
surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh
LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara rain
dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah
(medium terms note), baik yang diteruitkan ,."-u.^
konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah.

Huruf b
Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain
pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (two step
loan).

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Ayat (2)

Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan
untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya
penempatan dana dalam bentuk rekening giro dan rekening
nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Ayat (3)
Untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dalam menjalankan
kegiatan usahanya, surat berharga yang dibeli atau penempatan
yang dilakukan harus mudah dicairkan.
Untuk mengamankan kepentingan di atas, surat berharga yang
dibeli atau penempatan yang dilakukan memiliki risiko yang
terkendali.

Pasal 25
Ayat (1)

Dewan Direktur terdiri atas Direktur Non-Eksekutif dan Direktur
Eksekutif. Direktur Non-Eksekutif melakukan tugas tidak secara
penuh waktu.

Ayat (2)
Huruf a

Pejabat dari instansi atau lembaga yang akan menjadi
anggota Dewan Direktur diusulkan kepada Menteri
Keuangan oleh menteri dari instansi atau lembaga yang
bersangkutan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh DewanDirektur, antara rain har-har yang berkaitan d'engan:

a. pembiayaan. .
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a. pembiayaan Ekspor yang merupakan operasionalisasi

kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional;
b. pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, dan

kegiatan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. pendanaan dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini;
d. pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b

dan huruf c;
e. tata cara pengusulan, penunjukan, pengangkatan, dan

pemberhentian Direktur Pelaksana;
f. penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja

dan Anggaran Tahunan;
g. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;
h. pelaporan kegiatan usaha;
i. struktur organisasi;
j. pengadaan aktiva bergerak, tidak bergerak, dan jasa;

dan/atau
k. bantuan hukum.

Ayat (2)
Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota
Dewan Direktur meliputi, antara lain:
a. pembagian tugas di antara anggota Dewan Direktur;
b. rapat Dewan Direktur, kuorum rapat, dan tata cara

penyelenggaraan rapat Dewan Direktur;
c. tata cara pengambilan keputusan Dewan Direktur; dan
d. ketentuan benturan kepentingan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f ...
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Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Keahlian dan pengalaman yang dimaksud, antara lain keahlian
dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan,
perdagangan internasional, dan/ atau hukum.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat ( 1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap,, adalah
meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia,
atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang
tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksan"r.",
tugasnya dengan baik.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Iftiteria kinerja anggota Dewan Direktur ditetapkan dalamkontrak kerja
Menteri.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

antara anggota Dewan Direktur dan

Yang dimaksud dengan "tindak pidana rainnya,, adatahyang tindak pidana yang mengganggu integritas
organisasi, misalnya tindak pidana pencucian uang atau
tindak pidana ekonomi 

".p.rti p"rry.lrrrdupan.
Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Ayat (5)
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Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana paling sedikit
menjalankan fungsi kegiatan usaha, manajemen risiko, hukum,
keuangan, dan administrasi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (a)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Piutang macet yang disebabkan adanya kesalahan dalam
penyalurannya dapat dihapusbukukan sesuai mekanisme yang
berlaku-, apabila pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran
telah dikenakan sanksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35 .
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Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Rencana Jangka panjang memuat, antara lain:
a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
b. posisi lembaga saat ini;
c. asumsi y?rg digunakan dalam penyusunan Rencana Jangkapanjang; dan
d. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana

Jangka panjang.

Ayat (2)
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan memuat, antara lain:
a. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program

kerja/kegiatan;
b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program

kerja/kegiatan;
c. proyeksi keuangan; dan
d. hal-hal lain yang memerrukan keputusan Menteri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

. Pengumuman laporan keuangan LPEI dilakukan dalam rangkapemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 39

P:Bq"i lembaga yang didirikan oreh Undang-Undang, pembubaran
LPEI harus dilakul<an dengan Undang-Urrdarrgl LPEI juga tidak dapatdipailitkan berdasarkan ketentuan Unlang-Undang tentangKepailitan.

Pasal40...
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Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pokok-pokok yang diatur dalam peraturan Menteri, antara iain
kegiatan usaha, kualitas aktiva produktif, batas maksimum
pemberian pembiayaan, modal minimum, posisi devisa neto,
pelaporan, dan pemeriksaan.

Pasal 41
Bantuan hukum diberikan dalam bentuk, antara lain penyediaan jasa
pengacara, pendampingan, dan penyediaan akses dokumen LPEI.

Pasal 42
Cukup jelas,

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Penunjukan kantor akuntan publik dilakukan sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip Lta
kelola perusahaan yang baik.

Y.rrg dimaksud dengan "audit atas laporan keuangan penutup,,
"d4+ prgs-es penutupan seruruh 

^kun untuk menuniukkanposisi terakhir dari akun-akun tersebut pada tanggar p".rlt pur,pembukuan, disertai- dengan pemberian --opini *"iur.Selanjutnya, laporan keuang-an yang terah ditutup tersebutmenjadi dasar penJrusunan laporan t"i,"rrg"" p"*uukaan LpEI.
Konsurtan hukum me.mberikan opini atas aspek hukum yangterkait .den81l peralihan Perusairaan Persertan (persero) pT
Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI.

Pasa-l 45
Cukup jelas.

Pasal46...
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Pasal 46
Undang-Undang ini bersifat lex specialis terhadap peraturan
perundi.ng-undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha
perasuran-sian, temUaga lieu"ttgan non-bank, badan usaha milik
negara, Perseroan terbatas, dan kepailitan. LPEI datam menjalankan
te[iatan usahanya, tunduk pada ketentuan materiil tentang
peirbiayaal, Penjlminan, dan Asuransi sebagaimana diatur dalam

Bab Ketiga tehs Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tentang iirri"*-*eminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga Kitab

undang-und*ng Hukum Perdata tentang penallggungan utang, dan

Bab Kesembilan Bulir.r Kesahr Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya'

Pasal 47
penggunaan nama Ind.onesia Bximbank dimaksudkan ur:tuk
*.*ua"nUtt LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya serta

menyejajarkan diri dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri'

Pasal 48
Cukup jelas.
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